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ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk 
mengetahui bagaimanakah wewenang otoritas 
jasa keuangan dalam melaksanakan tugas 
pengaturan dan pengawasan di sektor 
perbankan dan bgaimanakah wewenang 
otoritas jasa keuangan dalam melaksanakan 
tugas pengaturan dan pengawasan di sektor 
jasa keuangan yang dengan metode 
penelitianhukum normatif disimpulkan: 1. 
Wewenang otoritas jasa keuangan dalam 
melaksanakan tugas pengaturan di sektor 
perbankan, diantaranya pengaturan dan 
pengawasan mengenai kelembagaan bank, 
pengaturan dan pengawasan mengenai 
kesehatan bank dan pengaturan dan 
pengawasan mengenai aspek kehati-hatian 
bank. 2. Wewenang otoritas jasa keuangan 
dalam melaksanakan tugas di sektor jasa 
keuangan, diantaranya menetapkan peraturan 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, 
peraturan perundang-undangan di sektor jasa 
keuangan, peraturan dan keputusan OJK, 
peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa 
keuangan. Untuk pengawasan diantaranya 
menetapkan kebijakan operasional 
pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, 
mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan 
yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif, 
melakukan pengawasan, pemeriksaan, 
penyidikan, perlindungan Konsumen, dan 
tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, 
pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa 
keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
peraturan perundang-undangan di sektor jasa 
keuangan.  
Kata kunci: otoritas jasa keuangan; perbankan; 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  

Hukum Perbankan Indonesia telah 
memasuki babak baru, dengan diundangkannya 
Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan 
(selanjutnya disebut dengan OJK) pada Tanggal 
22 November 2011. Dimana pengaturan dan 
pengawasan sektor perbankan tidak lagi berada 
pada Bank Indonesia namun dialihkan kepada 
otoritas jasa keuangan yakni sebuah lembaga 
independen yang mempunyai fungsi, tugas dan 
wewenang untuk melakukan pengaturan, 
pengawasan pemeriksaan dan penyidikan 
terhadap jasa keuangan di Indonesia, dengan 
demikian seluruh kegiatan jasa keuangan sektor 
perbankan, pasar modal, asuransi, dana 
pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga 
jasa keuangan lainnya ada dalam kewenangan 
OJK.5 

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah wewenang otoritas jasa 
keuangan dalam melaksanakan tugas 
pengaturan dan pengawasan di sektor 
perbankan? 

2. Bagaimanakah wewenang otoritas jasa 
keuangan dalam melaksanakan tugas 
pengaturan dan pengawasan di sektor 
jasa keuangan? 

 
C. Metode Penelitian 

Penelitian hukum normatif merupakan 
penelitian hukum untuk meneliti data 
sekunder. 

 
PEMBAHASAN 
A. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Dalam 

Melaksanakan Tugas Pengaturan Dan 
Pengawasan Di Sektor Perbankan  
Secara kelembagaan, OJK berada di luar 

Pemerintah, yang dapat diartikan bahwa OJK 
tidak menjadi bagian dari kekuasaan 
Pemerintah. Akan tetapi tidak menutup 
kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan 
Pemerintah karena pada hakikatnya OJK 
merupakan otoritas di sektor jasa keuangan 
yang mempunyai relasi dan keterkaitan yang 
kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas 

 
5 Zulfi Diane Zaini. Pengalihan Fungsi Pengawasan 
Lembaga Perbankan Dari Bank Indonesia Ke Otor Itas Jasa 
Keuangan.(Jurnal) Pranata Hukum Volume 9 Nomor 1 
Januari 2014.hlm. 2. 
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fiskal (Menteri Keuangan) dan otoritas moneter 
(Bank Indonesia).6 

Disadari bahwa berbagai krisis ekonomi dan 
kemudian pada akhirnya terjadi krisis global 
yang menerpa Indonesia, telah memberikan 
pelajaran penting terkait dengan fungsi 
pengawasan bank pada Bank Indonesia sebagai 
Bank Sentral dalam menjaga stabilitas sistem 
keuangan. Kegagalan di bidang pengawasan 
perbankan tersebut dijadikan sebagai tolok 
ukur untuk membentuk lembaga pengawasan 
bank.7  

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 5. OJK 
berfungsi menyelenggarakan sistem 
pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi 
terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor 
jasa keuangan. 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 6. OJK 
melaksanakan tugas pengaturan dan 
pengawasan terhadap: 
a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; 
b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar 

Modal; dan 
c. Kegiatan jasa keuangan di sektor 

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga 
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan 
Lainnya. 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 7. Untuk 
melaksanakan tugas pengaturan dan 
pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK 
mempunyai wewenang: 
a. pengaturan dan pengawasan mengenai 

kelembagaan bank yang meliputi: 
1. perizinan untuk pendirian bank, 

pembukaan kantor bank, anggaran dasar, 
rencana kerja, kepemilikan, 
kepengurusan dan sumber daya manusia, 
merger, konsolidasi dan akuisisi bank, 
serta pencabutan izin usaha bank; dan 

2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber 
dana, penyediaan dana, produk hibridasi, 
dan aktivitas di bidang jasa; 

b. pengaturan dan pengawasan mengenai 
kesehatan bank yang  meliputi: 
1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, 

kualitas aset, rasio kecukupan modal 

 
6 Galuh Kartiko. Op.Cit. hlm. 35. 
7 Ibid. hlm. 35. 

minimum, batas maksimum pemberian 
kredit, rasio pinjaman terhadap 
simpanan dan pencadangan bank; 

2. laporan bank yang terkait dengan 
kesehatan dan kinerja bank; 

3. sistem informasi debitur; 
4. pengujian kredit (credit testing); dan 
5. standar akuntansi bank; 

c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek 
kehati-hatian bank, meliputi: 

1. manajemen risiko; 
2. tata kelola bank; 
3. prinsip mengenal nasabah dan anti 

pencucian uang; dan 
4. pencegahan pembiayaan terorisme dan 

kejahatan perbankan dan 
d. pemeriksaan bank. 

Penjelasan Pasal 7. Pengaturan dan 
pengawasan mengenai kelembagaan, 
kesehatan, aspek kehati-hatian, dan 
pemeriksaan bank merupakan lingkup 
pengaturan dan pengawasan microprudential 
yang menjadi tugas dan wewenang OJK. 
Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan 
macroprudential, yakni pengaturan dan 
pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal 
ini, merupakan tugas dan wewenang Bank 
Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan 
pengawasan macroprudential, OJK membantu 
Bank Indonesia untuk melakukan himbauan 
moral (moral suasion) kepada Perbankan. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 
menyatakan Asas, Fungsi, dan Tujuan 
Perbankan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 
2. Perbankan Indonesia dalam melakukan 
usahanya berasaskan demokrasi ekonomi 
dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.  

Pasal 3. Fungsi utama perbankan Indonesia 
adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana 
masyarakat.  Pasal 4. Perbankan Indonesia 
bertujuan menunjang pelaksanaan 
pembangunan nasional dalam rangka 
meningkatkan pemerataan, pertumbuhan 
ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah 
peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 
tentang Bank Indonesia sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi 
Undang-Undang, juga mengamanatkan 
pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa 
keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, 
dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan 
perusahaan pembiayaan, serta badan-badan 
lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana 
masyarakat. Lembaga pengawasan sektor jasa 
keuangan tersebut di atas pada hakikatnya 
merupakan lembaga bersifat independen 
dalam menjalankan tugasnya dan 
kedudukannya berada di luar pemerintah. 
Lembaga ini berkewajiban menyampaikan 
laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan 
dan Dewan Perwakilan Rakyat.8 

Pasal 39 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, 
mengatur bahwa OJK berkoordinasi dengan 
Bank Indonesia dalam menyusun pengaturan 
tertentu terkait dengan pengawasan di bidang 
perbankan. Kemudian, Pasal 40 UU No. 21 
Tahun 2011 lebih lanjut mengatur bahwa untuk 
melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, 
misalnya dalam rangka penyusunan peraturan 
pengawasan, Bank Indonesia tetap berwenang 
untuk melakukan pemeriksaan terhadap bank 
dengan menyampaikan secara tertulis terlebih 
dahulu kepada OJK.9  

Pasal 69 ayat (1) huruf (a) UU No. 21 Tahun 
2011 menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia 
dalam mengatur dan mengawasi bank yang 
dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan 
pengawasan yang berkaitan dengan 
microprudential, sedangkan Bank Indonesia 
tetap memiliki tugas pengaturan perbankan 
terkait macroprudential. Berkaitan dengan hal 
tersebut, jelas bahwa tugas pengaturan 
perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan 
secara independen oleh OJK, karena 
pengaturan microprudential dan 
macroprudential akan sangat berkaitan.10 

Dengan demikian dapat dilihat bahwa OJK 
masih memiliki hubungan khusus dengan Bank 
Indonesia terutama dalam pengaturan dan 
pengawasan perbankan. Dapat dijelaskan 
bahwa bagaimanapun Bank Indonesia sebagai 
Bank Sentral, di mana sebelum keluarnya UU 

 
8Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
9 Galuh Kartiko. Op.Cit. hlm. 36. 
10 Ibid. 

OJK dan pengalihan pada akhir bulan Desember 
Tahun 2013 yang akan datang, Bank Indonesia 
masih mengemban dan melaksanakan tugas 
pengaturan dan pengawasan bank dan memiliki 
pengalaman lebih lama dalam mengatur dan 
mengawasi perbankan sehingga masukan 
pengaturan yang disampaikan oleh Bank 
Indonesia akan memliki pengaruh yang besar 
dalam pengaturan yang dilakukan oleh OJK.11 
Selain itu, ”hubungan khusus” antara OJK 
dengan Bank Indonesia lainnya dapat dilihat 
dalam Pasal 41 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2011, 
di mana OJK menginformasikan kepada Bank 
Indonesia untuk melakukan langkah-langkah 
yang diperlukan terkait dengan kesulitan 
likuiditas atau memburuknya kesehatan pada 
bank. Adapun yang dimaksud dengan langkah-
langkah tersebut yaitu pemberian fasilitas 
pembiayaan jangka pendek dalam menjalankan 
fungsi Bank Indonesia sebagai” lender of the 
last resort” (LoLR).12 

Pasal 40 dan 41 Undang-Undang OJK 
disebutkan bahwa Bank Indonesia dapat 
melakukan pemeriksaan langsung terhadap 
bank dengan menyampaikan pemberitahuan 
secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK, 
tetapi dalam pemeriksaan tersebut Bank 
Indonesia tidak dapat memberikan penilaian 
terhadap tingkat kesehatan bank. Laporan hasil 
pemeriksaan bank yang dilakukan oleh Bank 
Indonesia tersebut disampaikan kepada OJK, 
kemudian OJK menginformasikan kepada 
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai 
bank bermasalah yang sedang dalam upaya 
penyehatan oleh OJK. Apabila bank tersebut 
mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi 
kesehatannya semakin memburuk, OJK segera 
menginformasikan ke Bank Indonesia untuk 
melakukan langkah-langkah sesuai dengan 
kewenangan Bank Indonesia.13 

 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 
Keuangan. Pasal 42. Lembaga Penjamin 
Simpanan dapat melakukan pemeriksaan 
terhadap bank yang terkait dengan fungsi, 
tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasi 

 
11 Ibid. hlm. 37. (Lihat Fransiska Ari Indrawati, Mencermati 
CelahIndependensi OJK Dalam UU OJK, Buletin Hukum 
Perbankan Dan Kebanksentralan Bank Indonesia Volume 
10 Nomor 1, Januari-April 2012. 
12 Ibid. 
13 Zulfi Diane Zaini. Op.Cit..hlm. 3. 
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terlebih dahulu dengan OJK. Penjelasan Pasal 
42 Pada dasarnya wewenang pemeriksaan 
terhadap bank adalah wewenang OJK. Dalam 
hal Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan 
fungsi, tugas, dan wewenangnya membutuhkan 
kegiatan pemeriksaan bank, Lembaga Penjamin 
Simpanan dapat melakukan pemeriksaan bank 
dan tetap berkoordinasi dengan OJK terlebih 
dahulu. Lingkup pemeriksaan meliputi 
pemeriksaan premi, posisi simpanan bank, 
tingkat bunga, kredit macet dan tercatat, bank 
bermasalah, kualitas aset, dan kejahatan di 
sektor perbankan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
Pasal 43 OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga 
Penjamin Simpanan wajib membangun dan 
memelihara sarana pertukaran informasi secara 
terintegrasi. Penjelasan Pasal 43 Pada 
prinsipnya OJK membangun, memelihara dan 
mengembangkan sistem informasi sesuai 
dengan tugas dan kewenangnya. Yang 
dimaksud dengan “terintegrasi” adalah bahwa 
sistem yang dibangun oleh OJK, Bank Indonesia, 
dan Lembaga Penjamin Simpanan saling 
terhubung satu sama lain, sehingga setiap 
institusi dapat saling bertukar informasi dan 
mengakses informasi perbankan yang 
dibutuhkan setiap saat (timely basis). Informasi 
tersebut meliputi informasi umum dan khusus 
tentang bank, laporan keuangan bank, laporan 
hasil pemeriksaan bank yang dilakukan oleh 
Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan 
atau oleh OJK, dan informasi lain dengan tetap 
menjaga dan mempertimbangkan kerahasiaan 
informasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Kewenangan pengaturan dan pengawasan 
bank sebelum dibentuknya Otoritas Jasa 
Keuangan merupakan kewenangan yang 
dimiliki Bank Indonesia. Pengaturan dan 
pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang 
sebagai berikut: 
1. Kewenangan memberikan izin (right to 

license), yaitu kewenangan untuk 
menetapkan tatacara perizinan dan 
pendirian suatu bank. Cakupan pemberian 
izin oleh BI meliputi pemberian izin dan 
pencabutan izin usaha bank, pemberian izin 
pembukaan, penutupan dan pemindahan 
kantor bank, pemberian persetujuan atas 
kepemilikan dan kepengurusan bank, 

pemberian izin kepada bank untuk 
menjalankan kegiatan-kegiatan usaha 
tertentu. 

2. Kewenangan untuk mengatur (right to 
regulate), yaitu kewenangan untuk 
menetapkan ketentuan yang menyangkut 
aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam 
rangka menciptakan perbankan sehat yang 
mampu memenuhi jasa perbankan yang 
diinginkan masyarakat. 

3. Kewenangan untuk mengawasi (right to 
control), yaitu kewenangan melakukan 
pengawasan bank melalui pengawasan 
langsung (on-sitesupervision) dan 
pengawasan tidak langsung (off-site 
supervision). Pengawasan langsung dapat 
berupa pemeriksaan umum dan 
pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk 
mendapatkan gambaran tentang keadaan 
keuangan bank dan untuk memantau tingkat 
kepatuhan bank terhadap peraturan yang 
berlaku serta untuk mengetahui apakah 
terdapat praktik-praktik yang tidak sehat 
yang membahayakan kelangsungan usaha 
bank. Pengawasan tidak langsung yaitu 
pengawasan melalui alat pemantauan 
seperti laporan berkala yang disampaikan 
bank, laporan hasil pemeriksaan dan 
informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, 
apabila diperlukan BI dapat melakukan 
pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak 
lain yang meliputi perusahaan induk, 
perusahaan anak, pihak terkait, pihak 
terafiliasi dan debitur bank. BI dapat 
menugasi pihak lain untuk dan atas nama BI 
melaksanakan tugas pemeriksaan. 

4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi 
(right to impose sanction), yaitu 
kewenangan untuk menjatuhkan sanksi 
sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan terhadap bank apabila suatu bank 
kurang atau tidak memenuhi ketentuan. 
Tindakan ini mengandung unsur pembinaan 
agar bank beroperasi sesuai dengan asas 
perbankan yang sehat.14 
Koordinasi antara OJK dengan BI diharapkan 

mampu terlaksana dengan baik, mengingat jasa 

 
14Galuh Kartiko. Op.Cit. hal. 42-43 (Lihat Bank Indonesia, 
“Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank”, http:// 
www.bi. go.id/web/id/ Perbankan/ Ikhtisar+ Perbankan/ 
Pengaturan+dan+Pengawasan+Bank/Tujuan+dan+Kewena
ngan). 

http://www.bi/
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perbankan adalah salah satu sektor terbesar 
dalam perekonomian di Indonesia. Fungsi 
koordinasi yang baik akan menciptakan iklim 
industri perbankan yang sehat pula. Pertukaran 
informasi antara BI dengan OJK mengenai 
kondisi suatu bank akan memudahkan 
pengawasan perbankan mengingat BI 
merupakan lembaga yang mengawasi bank 
sebelum terbentuknya OJK.15 

Otoritas Jasa Keuangan diberikan 
kewenangan di bidang perbankan menurut 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan 
sektor perbankan yang bersifat microprudential 
menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan 
dan pengawasan yang bersifat macroprudential 
tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia. Hal 
ini disebabkan semakin kompleksnya industri 
jasa keuangan menjadi latar belakang pendirian 
Otoritas Jasa Keuangan. Makin banyaknya 
keterkaitan antar lembaga jasa keuangan satu 
sama lain membuat pengawasan di sektor 
perbankan membutuhkan mekanisme 
pengawasan yang berat. Pengawasan sektor 
jasa keuangan pasca terbentuknya Otoritas Jasa 
keuangan diharapkan mampu menanggulangi 
permasalahan yang timbul akibat konglomerasi 
di sektor jasa keuangan dan menjadi sistem 
pengawasan yang terintegrasi antar lembaga 
jasa keuangan menjadi alternatif yang dianggap 
mampu untuk mencegah terjadinya moral 
hazard dalam kegiatan industri jasa keuangan.16 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 
Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, 
mengatur Fungsi, Tugas, Dan Wewenang, 
sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 Fungsi 
LPS adalah:  
a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; 

dan 
b. turut aktif dalam memelihara stabilitas 

sistem perbankan sesuai dengan 
kewenangannya.  
Pasal 5 ayat: 

(1)  Dalam menjalankan fungsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LPS 
mempunyai tugas:  
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan 

pelaksanaan penjaminan simpanan; dan  
b. melaksanakan penjaminan simpanan.  

 
15 Ibid. hlm. 43. 
16 Ibid. hlm. 50. 

(2)  Dalam menjalankan fungsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, LPS 
mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan 

dalam rangka turut aktif memelihara 
stabilitas sistem perbankan;  

b. merumuskan, menetapkan, dan 
melaksanakan kebijakan penyelesaian 
Bank Gagal (bank resolution) yang tidak 
berdampak sistemik; dan  

c. melaksanakan penanganan Bank Gagal 
yang berdampak sistemik.  

Pasal 6 ayat: 
(1) Dalam rangka melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS 
mempunyai wewenang sebagai berikut:  
a. menetapkan dan memungut premi 

penjaminan;  
b. menetapkan dan memungut kontribusi 

pada saat bank pertama kali menjadi 
peserta;  

c. melakukan pengelolaan kekayaan dan 
kewajiban LPS;  

d. mendapatkan data simpanan nasabah, 
data kesehatan bank, laporan keuangan 
bank, dan laporan hasil pemeriksaan 
bank sepanjang tidak melanggar 
kerahasiaan bank;  

e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, 
dan/atau konfirmasi atas data 
sebagaimana dimaksud pada huruf d;  

f. menetapkan syarat, tata cara, dan 
ketentuan pembayaran klaim;  

g. menunjuk, menguasakan, dan/atau 
menugaskan pihak lain untuk bertindak 
bagi kepentingan dan/atau atas nama 
LPS, guna melaksanakan sebagian tugas 
tertentu;  

h. melakukan penyuluhan kepada bank dan 
masyarakat tentang penjaminan 
simpanan; dan  

i. menjatuhkan sanksi administratif.  
(2) LPS dapat melakukan penyelesaian dan 

penanganan Bank Gagal dengan 
 kewenangan:  
a. mengambil alih dan menjalankan segala 

hak dan wewenang pemegang saham, 
termasuk hak dan wewenang RUPS;  

b. menguasai dan mengelola aset dan 
kewajiban Bank Gagal yang 
diselamatkan; 
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c. meninjau ulang, membatalkan, 
mengakhiri, dan/atau mengubah setiap 
kontrak yang mengikat Bank Gagal yang 
diselamatkan dengan pihak ketiga yang 
merugikan bank; dan  

d. menjual dan/atau mengalihkan aset 
bank tanpa persetujuan debitur 
dan/atau kewajiban bank tanpa 
persetujuan kreditur.  

Pasal 7 ayat: 
(1) Dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya, LPS dapat meminta data, 
informasi, dan/atau dokumen kepada pihak 
lain.  

(2) Setiap pihak yang dimintai data, informasi, 
dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), wajib memberikannya 
kepada LPS. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 
mengatur mengenai Protokol Koordinasi, 
sebagaimana dinyatakan pada Pasal 44 ayat: 
(1) Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, 

dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas 
Sistem Keuangan dengan anggota terdiri 
atas:  
a. Menteri Keuangan selaku anggota 

merangkap koordinator;  
b. Gubernur Bank Indonesia selaku 

anggota;  
c. Ketua Dewan Komisioner OJK selaku 

anggota; dan  
d. Ketua Dewan Komisioner Lembaga 

Penjamin Simpanan selaku anggota.  
(2) Forum Koordinasi Stabilitas Sistem 

Keuangan dibantu kesekretariatan yang 
dipimpin salah seorang pejabat eselon I di 
Kementerian Keuangan. 

(3) Pengambilan keputusan dalam rapat Forum 
Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan 
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 

(4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
tercapai maka pengambilan keputusan 
dilakukan berdasarkan suara terbanyak.  

Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Menteri 
Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua 
Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan 
Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan 
masing-masing mewakili Kementerian 
Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga 
Penjamin Simpanan. Ayat (2) Cakupan kerja, 

sumber daya, dan anggaran kesekretariatan 
disepakati oleh setiap anggota Forum 
Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan. Ayat (4) 
Keputusan yang diambil Forum Koordinasi 
Stabilitas Sistem Keuangan mengikat seluruh 
anggota forum. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 
Pasal 45 ayat: 
(1)  Dalam kondisi normal, Forum Koordinasi 
Stabilitas Sistem Keuangan:  

a. wajib melakukan pemantauan dan 
evaluasi stabilitas sistem keuangan;  

b. melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) 
kali dalam 3 (tiga) bulan;  

c. membuat rekomendasi kepada setiap 
anggota untuk melakukan tindakan 
dan/atau membuat kebijakan dalam 
rangka memelihara stabilitas sistem 
keuangan; dan  

d. melakukan pertukaran informasi.  
(2)  Dalam kondisi tidak normal untuk 

pencegahan dan penanganan krisis, 
Menteri Keuangan, Gubernur Bank 
Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, 
dan/atau Ketua Dewan Komisioner 
Lembaga Penjamin Simpanan yang 
mengindikasikan adanya potensi krisis atau 
telah terjadi krisis pada sistem keuangan, 
masing-masing dapat mengajukan ke 
Forum Koordinasi Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk segera dilakukan rapat 
guna memutuskan langkah-langkah 
pencegahan atau penanganan krisis.  

(3) Menteri Keuangan, Gubernur Bank 
Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, 
dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga 
Penjamin Simpanan berwenang mengambil 
dan melaksanakan keputusan untuk dan 
atas nama institusi yang diwakilinya dalam 
rangka pengambilan keputusan Forum 
Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, 
dalam kondisi tidak normal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 

(4) Forum Koordinasi Stabilitas Sistem 
Keuangan menetapkan dan melaksanakan 
kebijakan yang diperlukan dalam rangka 
pencegahan dan penanganan krisis pada 
sistem keuangan sesuai dengan 
kewenangan masing-masing.  

(5) Keputusan Forum Koordinasi Stabilitas 
Sistem Keuangan yang terkait dengan 
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penyelesaian dan penanganan suatu bank 
gagal yang ditengarai berdampak sistemik 
mengikat Lembaga Penjamin Simpanan.  

Penjelasan Pasal 45 ayat (2) Yang dimaksud 
dengan “krisis pada sistem keuangan” adalah 
kondisi sistem keuangan yang sudah gagal 
menjalankan fungsi dan perannya secara efektif 
dalam perekonomian nasional yang ditunjukkan 
dengan memburuknya berbagai indikator 
ekonomi dan keuangan antara lain berupa 
kesulitan likuiditas, masalah solvabilitas, 
dan/atau penurunan kepercayaan publik 
terhadap sistem keuangan. Ayat (5) Yang 
dimaksud dengan “bank gagal” adalah bank 
yang mengalami kesulitan keuangan dan 
membahayakan kelangsungan usahanya serta 
dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh OJK 
sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. 
 
B. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Dalam 

Melaksanakan Tugas Pengaturan Dan 
Pengawasan Di Sektor Jasa Keuangan 
Amanat pembentukan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) di Indonesia secara jelas telah 
disebutkan dalam Undang-Undang Bank 
Indonesia yang merupakan Undang-Undang 
Organik sebagai pelaksanaan dari Pasal 23 D 
UUD 1945, sehingga nampak terdapat materi 
sisipan untuk pembentukan Lembaga Pengawas 
Jasa Keuangan (sekarang disebut dengan 
Otoritas Jasa Keuangan). Hal tersebut kemudian 
ditindak lanjuti dengan keluarnya Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK), di mana OJK memiliki 
kewenangan terhadap beberapa sektor penting 
penunjang perekonomian Indonesia antara lain: 
Lembaga perbankan; Pasar Modal; 
Perasuransian; dana pensiun dan lembaga 
pembiayaan.17 

Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan 
dalam Undang-Undang ini disebut Otoritas Jasa 
Keuangan. Undang-Undang tentang Otoritas 
Jasa Keuangan pada dasarnya memuat 
ketentuan tentang organisasi dan tata kelola 
(governance) dari lembaga yang memiliki 
otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap 
sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan 
mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, 
cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa 
keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa 

 
17 Galuh Kartiko. Op.Cit. hlm. 34. 

keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan 
prudensial serta ketentuan tentang jasa 
penunjang sektor jasa keuangan dan lain 
sebagainya yang menyangkut transaksi jasa 
keuangan diatur dalam undang-undang sektoral 
tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang 
Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, 
Dana Pensiun, dan peraturan perundang-
undangan lain yang terkait dengan sektor jasa 
keuangan lainnya.18  

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Otoritas Jasa Keuangan, mengatur 
mengenai Tugas Pengaturan. Pasal 8. Untuk 
melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai 
wewenang: 
a. menetapkan peraturan pelaksanaan 

Undang-Undang ini; 
b. menetapkan peraturan perundang-

undangan di sektor jasa keuangan; 
c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK; 
d. menetapkan peraturan mengenai 

pengawasan di sektor jasa keuangan; 
e. menetapkan kebijakan mengenai 

pelaksanaan tugas OJK; 
f. menetapkan peraturan mengenai tata cara 

penetapan perintah tertulis terhadap 
Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; 

g. menetapkan peraturan mengenai tata cara 
penetapan pengelola statuter pada Lembaga 
Jasa Keuangan; 

h. menetapkan struktur organisasi dan 
infrastruktur, serta mengelola, 
memelihara,dan menatausahakan kekayaan 
dan kewajiban; dan 

i. menetapkan peraturan mengenai tata cara 
pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di sektor 
jasa keuangan. 
Penjelasan Pasal 8 huruf (b) Yang dimaksud 

dengan “peraturan perundang-undangan di 
sektor jasa keuangan” adalah peraturan 
perundang-undangan mengenai Lembaga Jasa 
Keuangan dan pihak yang melakukan kegiatan 
di sektor jasa keuangan. Huruf (f) Yang 
dimaksud dengan “perintah tertulis”adalah 
perintah secara tertulis untuk melaksanakan 
atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu 
guna memenuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan di sektor jasa keuangan 

 
18Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
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dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian 
Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa 
keuangan. 

Perintah tertulis diberikan antara lain untuk 
mengganti pengurus atau pihak tertentu di 
Lembaga Jasa Keuangan, menghentikan, 
membatasi, atau memperbaiki kegiatan usaha 
atau transaksi, menghentikan atau mengubah 
perjanjian antara Lembaga Jasa Keuangan 
dengan pihak lain yang diduga merugikan 
Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa 
keuangan, serta menyampaikan informasi, 
dokumen, dan/atau laporan tertentu kepada 
OJK. 

Huruf (g) Yang dimaksud dengan “pengelola 
statuter” adalah orang perseorangan atau 
badan hukum yang ditetapkan OJK untuk 
melaksanakan kewenangan OJK.Pengelola 
statuter melaksanakan kewenangan OJK, antara 
lain, untuk memenuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan di sektor jasa keuangan, 
mencegah dan mengurangi kerugian 
Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa 
keuangan, dan/atau pemberantasan kejahatan 
keuangan yang dilakukan pihak tertentu di 
sektor jasa keuangan. 

Langkah yang dilakukan pengelola statuter 
antara lain melalui penyelamatan kelangsungan 
usaha Lembaga Jasa Keuangan tertentu, 
pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi 
manajemen Lembaga Jasa Keuangan oleh 
pengelola statuter, pembatalan atau 
pengakhiran perjanjian, serta pengalihan 
portofolio kekayaan atau usaha dari Lembaga 
Jasa Keuangan. 

Hubungan hukum (rechtsbetrekking, legal 
relations) adalah suatu hubungan yang 
dilakukan antara dua subjek hukum atau lebih, 
hubungan yang menimbulkan dan kewajiban di 
antara satu sama lainnya. Hubungan hukum 
seperti ini mempunyai tiga unsur yang 
terpenting: 

a. Pihak-pihak (manusia atau badan hukum) 
yang mempunyai hak dan kewajiban 
yang saling berhadapan; 

b. Objek yang menjadi dasar adanya hak 
dan kewajiban itu; 

c. Hubungan antara pemilik hak dan 
pengembann kewajiban atau hubungan 
terhadap objek yang bersangkutan.19 

 
19Said Sampara, Op.Cit, hlm. 141. 

Dari ketiga unsur tersebut, dapat diketahui 
bahwa dalam suatu hubungan hukum terdapat 
hubungan timbal balik, yakni: kekuasaan atau 
hak (bevoegheid) dan kewajiban (plicht).20  

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 9. Untuk 
melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai 
wewenang: 

a. menetapkan kebijakan operasional 
pengawasan terhadap kegiatan jasa 
keuangan; 

b. mengawasi pelaksanaan tugas 
pengawasan yang dilaksanakan oleh 
Kepala Eksekutif; 

c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, 
penyidikan, perlindungan Konsumen, dan 
tindakan lain terhadap Lembaga Jasa 
Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang 
kegiatan jasa keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan; 

d. memberikan perintah tertulis kepada 
Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak 
tertentu; 

e. melakukan penunjukan pengelola 
statuter; 

f. menetapkan penggunaan pegelola 
statuter; 

g. menetapkan sanksi administratif 
terhadap pihak yang melakukan 
pelanggaran terhadap peraturan 
perundang-undangan di sektor jasa 
keuangan; dan 

h. memberikan dan/atau mencabut: 
1. izin usaha; 
2. izin orang perseorangan; 
3. efektifnya pernyataan pendaftaran; 
4. surat tanda terdaftar; 
5. persetujuan melakukan kegiatan 

usaha; 
6. pengesahan;  
7. persetujuan atau penetapan 

pembubaran; dan  
8. penetapan lain, sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan 
perundang-undangan di sektor jasa 
keuangan. 

Penjelasan Pasal 9 Huruf (b) Pengawasan 
Dewan Komisioner terhadap pelaksanaan tugas 

 
20 Ibid. hlm. 141. 
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Kepala Eksekutif ditujukan untuk mengevaluasi 
dan memperbaiki kinerja dari Kepala Eksekutif. 
Pengawasan tersebut tidak dimaksudkan untuk 
memberi kewenangan kepada Dewan 
Komisioner untuk mengintervensi atau turut 
campur terhadap pelaksanaan tugas dan 
wewenang setiap Kepala Eksekutif. 

Izin: vergunning ialah suatu penetapan yang 
merupakan disepensasi daripada suatu 
larangan oleh udang-undang.21 

Izin adalah suatu instrumen yang paling 
banyak digunakan dalam hukum administrasi. 
Pemerintahan menggunakan izin sebagai 
sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah 
laku warga. Izin ialah suatu persetujuan dari 
penguasa berdasarkan undang-undang atau 
peraturan pemerintah untuk dalam keadaan 
tertentu memberikan pengecualian dari 
ketentuan-ketentuan dan larangan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.22  

Keputusan mengenai perizinan tergantung 
pada aspek persyaratan. Mengenai hukum 
perizinan pada umumnya, fungsi-fungsi ini 
merupakan faktor yang dapat mendekatkan 
hubungan pemerintah dan rakyat. Melalui izin 
pemerintah memberikan dua hal: perlindungan 
dan fasilitas-fasilitas.23  

Disebutkan bahwa izin merupakan 
instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan 
yang digunakan oleh pemerintah dalam 
menghadapi peristiwa konkret dan individual. 
Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi 
pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat 
tertentu, dan fakta hukum tertentu, karena 
peristiwa konkret ini deragam, sejalan dengan 
keragaman perkembangan masyarakat, izin pun 
memiliki berbagai keragaman. Izin yang 
jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang 
cara prosedurnya tergantung dari kewenangan 
pemberi izin, macam izin dan struktur 
organisasi instansi menerbitkannya.24 

 
PENUTUP 

 
21C.S.T., Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelien R. Palandeng 
dan Godlieb N. Mamahit, Kamus Istilah Aneka Hukum, 
Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, 
Jakarta, 2010. hlm. 54. 
22Spelt, M.N dan J.B.J.M. Ten Berge. Pengantar Hukum 
Perizinan, Disunting oleh Philipus M, Hadjon. Cet. I, 
Yuridika, Surabaya. 1993, hlm. 3. 
23Ibid. hal. 1. 
24Ridwan HR, Hukum Adminstrasi Negara, Edisi l. Cet. 4. 
PT. RadjaGrafindo, Jakarta, 2008, hlm, 215-216. 

A. Kesimpulan 

1. Wewenang otoritas jasa keuangan dalam 
melaksanakan tugas pengaturan di sektor 
perbankan, diantaranya pengaturan dan 
pengawasan mengenai kelembagaan 
bank, pengaturan dan pengawasan 
mengenai kesehatan bank dan 
pengaturan dan pengawasan mengenai 
aspek kehati-hatian bank. 

2. Wewenang otoritas jasa keuangan dalam 
melaksanakan tugas di sektor jasa 
keuangan, diantaranya menetapkan 
peraturan pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 
Jasa Keuangan, peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan, 
peraturan dan keputusan OJK, peraturan 
mengenai pengawasan di sektor jasa 
keuangan. Untuk pengawasan 
diantaranya menetapkan kebijakan 
operasional pengawasan terhadap 
kegiatan jasa keuangan, mengawasi 
pelaksanaan tugas pengawasan yang 
dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif, 
melakukan pengawasan, pemeriksaan, 
penyidikan, perlindungan Konsumen, dan 
tindakan lain terhadap Lembaga Jasa 
Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang 
kegiatan jasa keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan.  

 
B. Saran 

1. Wewenang otoritas jasa keuangan dalam 
melaksanakan tugas pengaturan dan 
pengawasan di sektor perbankan perlu 
lebih memperhatikan pengaturan dan 
pengawasan mengenai aspek kehati-
hatian bank, meliputi; manajemen risiko, 
tata kelola bank; prinsip mengenal 
nasabah dan anti pencucian uang; dan 
pencegahan pembiayaan terorisme dan 
kejahatan perbankan dan pemeriksaan 
bank. 

2. Wewenang otoritas jasa keuangan dalam 
melaksanakan tugas dan pengawasan di 
sektor jasa keuangan perlu memberikan 
perlindungan terhadap konsumen di 
sektor jasa keuangan dan menetapkan 
sanksi administratif terhadap pihak yang 
melakukan pelanggaran terhadap 
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peraturan perundang-undangan di sektor 
jasa keuangan. 
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